LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 60

No. 13, 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PRAJA KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengadakan
penyesuaian dan penyempurnaan kembali Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah tentang Perusahaan Daerah Praja Karya Kabupaten Maluku
Tengah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 1996
tentang Perusahaan Daerah Praja Karya tersebut sudah tidak sesuai lagi
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi Perusahaan
Daerah Praja Karya dewasa ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas
dan untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Praja
Karya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah
tentang Perusahaan Daerah Praja Karya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat Il dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350):



Menetapkan :

8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan diLingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRAJA KARYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku

Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tengah.

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Praja Karya.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Praja Karya.



10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang
bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil
guna serta dapat berkembang dengan baik.

11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan
tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

12. Kerjasama adalah kerjasama antara Perusahaan Daerah Praja Karya dengan pihak ketiga.

BAB i
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Perusahaan Daerah ini bernama “Perusahaan Daerah Praja Karya Kabupaten Maluku
Tengah”.

(2 ) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor pusat di Masohi dan dapat mempunyai
perwakilan/kantor cabang ditempat-tempat yang dianggap perlu.

Pasal 3
Sifat Usaha dari Perusahaan Daerah ini adalah :
a. Berusaha dibidang jasa dan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar
disamping mendapatkan keuntungan.

b. Selain usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan juga dapat mengembangkan
usaha-usaha dibidang lain dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta maupun pihak ketiga
sepanjang tidak merugikan Perusahaan Daerah.

Pasal 4
Tujuan Perusahaan Daerah adalah :
a. Mendorong perkembangan dan pertumbuhan Perekonomian Daerah.
b. Memenuhi kebutuhan Pasar disektor jasa dan produksi sesuai bidang yang dikelola.
c. Memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB I
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN
Pasal 5

Perusahaan Daerah ini mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah untuk turut serta
melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya pembangunan ekonomi dalam rangka
meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan Daerah Praja
Karya mempunyai fungsi menjalankan setiap bidang usaha sesuai kemampuan dan ketentuan
yang berlaku.



BAB IV
KERJA SAMA
Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Daerah,
dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.

(2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah,
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

(3) Kepala Daerah memberikan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah
mendengar pertimbangan dari badan Pengawas dan setelah mendapat rekomendasi
persetujuan dari DPRD dalam hal:

a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat
berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;

b. Memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan atau
tidak bergerak milik perusahaan;

c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;

BAB V
MODAL
Pasal 8

(1) Modal Perusahaan ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2) Modal Perusahaan terdiri dari :

a. Barang bergerak.
b. Barang tidak bergerak.

( 3 ) Penambahan modal harus dengan persetujuan Kepala Daerah.

(4) Semua alat liquide disimpan di Bank atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB VI
PENGURUS
Pasal 9

(1) Pengurus Perusahaan Daerah Praja Karya terdiri dari :

a. Direksi;
b. Badan Pengawas.

( 2 ) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIl
DIREKSI
Pasal 10

(1) Perusahaan Daerah ini dikelola dan dipimpin oleh seorana Direktur.



Syarat-syarat umum :

Warga Negara Indonesia
Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah.

Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang
menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Mempunyai rasa kepribadian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah
Daerah.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 tahun pada saat diangkat.

Syarat-syarat Khusus:

Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (SlI).

Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan

dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian
baik.

Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategis Perusahaan.

Tidak terikat hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah atau dengan anggota
Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah yang terdiri dari :

DPROD;

Akademisi;

Profesionalitas;

(@]
(@]
(@]
o Pemerintah Daerah;

(4 ) Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.

(5) Pengangkatan Direksi dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun.

(6) Anggota Direksi Perusahaan Daerah setelah masa jabatannya berakhir sebagaimana

dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dapat diangkat kembali untuk kedua kali dengan tetap
memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini apabila Direksi terbukti mampu
meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.

Pasal 11

Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana
tersebut dibawah ini :

a.

Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang
berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.

Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan
Daerah.

Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIl
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai Tugas sebagai berikut :

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan.
b. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan
tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
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Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan pengawas.
Membina pegawai.

Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.

Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Mewakili perusahaan baik dalam maupun diluar pengadilan.

Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan
laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

oo

Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi.

c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.
d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

BAB IX
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI
Pasal 14

Penghasilan Direksi terdiri dari :

a. Gaji
b. Tunjangan.

Besarnya Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kemampuan Perusahaan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
CUTI
Pasal 15

Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :

Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.

Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan.

Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi.

Cuti alasan penting.

e. Cuti sakit.

Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

oo oo



BAB Xl
PEMBERHENTIAN DIREKSI
Pasal 16

Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

Atas permintaan sendiri

Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi

Telah berusia 63 tahun.

Meninggal dunia

Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya

Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui

Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan.

Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
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Pasal 17
(1) Apabila Direksi melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, f dan
g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 18

Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah mendapat laporan hasil pemeriksaan
Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Direksi apabila Direksi melakukan
perbuatan dalam Pasal 46 huruf, fdan g .

b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi apabila Direksi
melakukan perbuatan dalam Pasal 16 huruf f dan g.

Pasal 19

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, b,c,d dan e
diberhentikan dengan hormat.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, g dan h
diberhentikan tidak dengan hormat.

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d selain diberikan
uang duka sebesar 3 kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang
penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e selain diberikan
uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga
diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa
jabatannya.

(5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan
uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 20



Pasal 21
Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir.
Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa
jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XiII

BADAN PENGAWAS
Pasal 22

Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional
dibidang Perusahaan Daerah.

Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. Menyediakan waktu yang cukup ;

b. Tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya
atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping
termasuk menantu dan ipar;

¢. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;

Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua
merangkap Anggota.

Pasal 24

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan.

(2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

(3 ) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :

a. Mampu menguasai Perusahaan sesuai dengan Program Kerja.

b. Mampu bersaing memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing
dengan perusahan lainnya;

c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa
yang akan datang.

BAB XIllI
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS
Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan

b. Memberlkan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan
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d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan, Neraca dan
perhitungan Laba/Rugi.

e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja Perusahaan.

Pasal 26
Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program
kerja yang telah disetujui.

b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan.

c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun
berjalan

BAB XIV
PENGHASILAN
Pasal 27

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.

Pasal 28
(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari
penghasilan Direktur Utama.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
dari penghasilan Direktur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari
penghasilan Direktur Utama.

BAB XV
PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS
Pasal 29

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat diberhentikan dengan alasan :
Atas permintaan sendiri

Meninggal dunia

Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan.

-~ 0o o0 T o

Di hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.



Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas)
hari mengeluarkan :

a. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas
bagi Badan Pengawas karena melakukan perbuatan dalam Pasal 29 huruf e.

Pasal 31
Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua)
orang.

Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada
Perusahaan.

Pasal 32

Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya
ditetapkan maksimal 20 % dari Laba bersih untuk bersangkutan setelah diaudit.

Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan
Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 33

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

(1)

(2)

Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan serta merubah/menambah, laporan-laporan lain dari Direksi.

Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Perusahaan serta menyampaikan hasil
penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah.
Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala
kemunduran, segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai
langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi
Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi
pengelolaan Perusahaan.

Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta
pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil
pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26
Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

(1)
(2)

(3)

Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi
Perusahaan.

Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pemisahaan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang
merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.



BAB XVI
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 35
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran
Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Perubahan / tambahan Anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang
sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat
pengesahan.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan
(neraca dan perhitungan rugi laba) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk
mendapat pengesahan.

Pengesahan Rencana Anggaran perusahaan (RAP), perubahan/tambahan Anggaran
Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi Laba)
Perusahaan, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Pengawas Perusahaan.

BAB XVII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 36

Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.

Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan
tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen).
b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen).
c. Untuk Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen).
d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh persen).
e. Untuk Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun
dan Sokongan 5 % (lima persen).

Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai dua kali Modal
Perusahaan Daerah, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala
Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Maluku Tengah.

Cara mengurus, penggunaan dan pemutusan dari cadangan tujuan termaksud pada ayat (2)
ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat / pertimbangan Badan
Pengawas.

Diperusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan
karena pertimbangan dan kebijaksanaan Kepala Daerah dapat juga diberi jasa produksi yang
ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XVl
PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 37

Tata Cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan



Pasal 38

(1) Tata Cara mengenai pembelian barang jasa dan pekerjaan pemborongan untuk keperluan
Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengadaan Rumah Jabatan / Dinas dan Kendaraan Dinas perorangan dilakukan Perusahaan
Daerah sesuai dengan standart persyaratan pengadaan yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Bagi rapat-rapat perusahaan termasuk rapat Pimpinan dan Direksi Perusahaan Daerah serta rapat
Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 40
Kepala Daerah dalam membina Perusahaan Daerah yang bersangkutan tidak dibenarkan
membebani Anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak efektif.
Pasal 41

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan diatur sedemikian agar tidak menimbulkan
akibat keuangan, terhadap Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XIX

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 42

(1) Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwin.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan
laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan
pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh
akuntan publik.

(3) Neraca perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah
memberikan pembebasan tanggungjwab kepada direksi dan Badan Pengawas.

(4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah
mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

(5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Praja Karya yang bertentangan



Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI MALUKU TENGAH,
ttd

ABDULLAH TUASIKAL

Di undangkan di Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

A. RAHMAN SUKUR
NIP. 19551030 197708 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 60



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PRAJA KARYA

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang dalam Pasal 177 diisyaratkan kepada Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dasar tersebut diatas,
maka Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi yang pemberian otonominya secara luas kepada Daerah
diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pembudayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi yang ada di Daerah.

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan melalui
pengelolaan kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya
Pemerintah menerapkan prinsip “ uang mengikuti fungsi ”.

Pada dasarnya prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar
yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pembudayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam rangka pembinaan otonomi daerah perlu melakukan pembaharuan dan perbaikan
sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun
1996 yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Praja Karya jika diteliti dan telaah secara
mendalam, Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta
peraturan yang berlaku sekarang ini, sehingga Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah ini
perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan yang ada dewasa ini,
agar tidak terjadi kesimpang siuran didalam pelaksanaan pekerjaan dari Perusahaan Daerah
Praja Karya.

Berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
1990 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka ada beberapa hal pokok yang



Pengangkatan Direksi harus dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Fungsi dan wewenang dalam pengawasan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah

adalah menjadi tanggungjawab Badan Pengurus.

Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan Rugi

Laba) yang telah di sahkan oleh Kepala Daerah tidak lagi disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3 huruf (a)

huruf (b)

Pasal 4 s/d Pasal 6
Pasal 7

Pasal 8 ayat (1)

ayat (2) s/d ayat (4)
Pasal 9 s/d Pasal 24
Pasal 25

Pasal 26 s/d Pasal 35
Pasal 36

[I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

: Cukup jelas

: Perwakilan dapat dibentuk/diadakan didalam maupun diluar

daerah Kabupaten Maluku Tengah bila dianggap perlu.

: Yang dimaksudkan dengan Bidang Jasa dan Produksi adalah

Bidang-bidang usaha yang meliputi bidang usaha
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Pertanian,
Perkebunan, Perkoperasian, Perikanan dan Hasil Laut,

Kehutanan, Perhubungan, Pelayaran dan Transportasi.

: Yang dimaksudkan dengan Usaha dibidang lain adalah Bidang

Usaha selain yang telah diatur dalam penjelasan Pasal 3 huruf
(a) disesuaikan dengan perkembangan dan pengembangan
Perusahaan.

: Cukup jelas
: Hubungan kerjasama ini dapat berupa :

Joint Management

a
b. Production Shering
c. Keagenan

d

Kerjasama Patungan

e. Kerjasama Pemborongan

: Modal Perusahaan Daerah untuk seluruhnya merupakan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini adalah sesuai
dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum Daerah dan
dengan demikian terlepas dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Direksi

dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun
kebijakan, mengacu pada petunjuk dan pertimbangan Badan
Pengawas. Oleh sebab itu hubungan vyang bersifat
pengawasan, kordinatif dan konsultatif antara Badan
Pengawas dan Direktur harus berjalan secara berkala. Dengan
cara demikian sekaligus Badan Pengawas dapat menilai
perkembangan dan kemajuan Perusahaan Daerah untuk
prospektif ke depan.

: Cukup jelas
: Laba Perusahaan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah

Laba dihitung Neraca ekonomi Perusahaan setelah dikurangi

AAarmAacarn carmatiea bAavral,al visrma Ailarn~ard~narm marlhin mAareaam AadAarmAaAa~



Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

: Yang dimaksud dengan laporan dalam Pasal ini adalah

Laporan Berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai
dan mengurus Perusahaan dan bukan laporan tahunan neraca
dan perhitungan laba/rugi, manfaat/faedah laporan yang
demikian ialah bahwa Kepala Daerah selalu dapat mengikuti
dan menilai jalannya Perusahaan.

: Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1996 yang dicabut adalah

Pasal-Pasal yang materinya bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini.

: Cukup jelas.



Menimbang

Mengingat

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR  TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PRAJA KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengadakan
penyesuaian dan penyempurnaan kembali Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah tentang Perusahan Daerah Praja Karya Kabupaten Maluku
Tengah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 1996
tentang Perusahaan Daerah Praja Karya tersebut sudah tidak sesuai lagi
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi Perusahaan
Daerah Praja Karya dewasa ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas
dan untuk menjamin kalancaran tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Praja
Karya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah
tentang Perusahaan Daerah Praja Karya.

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat Il dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah,;

3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Penaawasan Perusahaan Linakunaan Pemerintah Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
dan
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRAJA KARYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

14. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.

15. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku
Tengah.

17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tengah.

18. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Praja Karya.

19. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Praja Karya.
20. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Praja Karya.

21. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Praja Karya.

22. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang
bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil
guna serta dapat berkembang dengan baik.

23. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan
tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

24. Kerjasama adalah kerjasama antara Perusahaan Daerah Praja Karya dengan pihak ketiga.

BAB i
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Perusahaan Daerah ini bernama “Perusahaan Daerah Praja Karya Kabupaten Maluku
Tengah”.

(2 ) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor pusat di Masohi dan dapat mempunyai
perwakilan/kantor cabang ditempat-tempat yang dianggap perlu.



disamping mendapatkan keuntungan.

d. Selain usaha perusahaan dapat mengembangkan usaha-usaha dibidang lain dan dapat
bekerjasama dengan pihak swasta maupun pihak ketiga sepanjang tidak merugikan
Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

d. Mendorong perkembangan dan pertumbuhan Perekonomian Daerah.

e. Memenuhi kebutuhan Pasar disektor jasa dan produksi sesuai bidang yang dikelola.

f.  Memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB I
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Perusahaan Daerah ini mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah untuk turut serta
melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya pembangunan ekonomi dalam rangka
meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan Daerah Praja
Karya mempunyai fungsi menjalankan usaha-usaha yang meliputi cabang-cabang produksi yang
penting bagi Daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak dibidang usaha perindustrian,
perdagangan, pertambangan, pertanian, perkebunan, perkoperasian, perikanan dan hasil laut,
kehutanan, perhubungan, pelayaran dan transportasi serta dibidang usaha lain sesuai ketentuan
yang berlaku.

BAB [V
KERJA SAMA
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Daerah
dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.

(2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah,
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

(3) Kepala Daerah memberikan persetujuan kerjasama dimaksud setelah mendengar
pertimbangan dari badan Pengawas dan setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari
DPRD.

BAB V
MODAL
Pasal 8
(1) Modal Perusahaan ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) Modal Perusahaan terdiri dari :

A~ DAavrarme~s hAarcaavres s



(4)
(5)

(6)

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 9
Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi
Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab Administrasi Fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah,
dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah.

Pasal 10
Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh seorang Direksi.

Direksi diangkat dan berhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah.

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat
khusus sebagai berikut :

a. Syarat-syarat umum
- Warga Negara Indonesia
- Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerinmtah, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah.

- Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang
menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

- Mempunyai rasa kepribadian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah
Daerah.

- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

- Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 tahun pada saat diangkat.
b. Syarat-syarat Khusus

- Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (SI).

- Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian
baik.

- Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategis Perusahaan.

- Tidak terikat hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Direksi
atu dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis
lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.

Pengangkatan termaksud pada ayat (3) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat)
tahun.

Anggota Direksi Perusahaan Daerah setelah masa jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dapat diangkat kembali untuk kedua kali dengan tetap
memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini apabila Direksi terbukti mampu
meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.



d. Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang
berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.

e. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan
Daerah.

f. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat
ketiga, baik garis lurus maupun garis samping, termasuk manantu dan ipar.

(2) Jika setelah pengankatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari
Kepala Daerah dan usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 14

(1) Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan
umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti
Peraturan Tata Tertib dan Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 15

Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit, pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan
ketentuan-ketentuan pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan
Perusahaan Daerah yang tidak digunakan /bermanfaat lagi untuk dihapus/dijual.

Pasal 17

(1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin
dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD.
b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau
tak bergerak milik BUMD.
c. Mengadakan Investasi baru.
d. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
e. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau
pengesahaan Kepala Daerah atau usul Badan Pengawas.
(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini,
diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini,
segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi
tanggung jawab pribadi Direksi.

Pasal 18

Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan
kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang
khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang/badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 19

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan



i. Permintaan sendiri

j- Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi

k. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah

I.  Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara maupun kepentingan
Daerah.

(2) Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat menghentikan untuk sementara Anggota
Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, atau
tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan atau kepentingan daerah, serta
memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang
bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

( 3) Dalam hal seluruh Anggota Direrksi diberhentikan dengan dan untuk sementara oleh Kepala
Daerah, maka Kepala Daerah dapat menunjuk seseorang atau lebih Anggota Badan
Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.

(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, Badan Pengawas harus
mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk
membela diri.

(5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut
status Anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan
pemberhentian sementara.

Kepala Daerah harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang
bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka
pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.

(6) Kepala Daerah merehabiliter Anggota Direksi yang pemberhentiannya sementara atau
menjadi batal baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan Keputusan terhadap usul
sidang Badan Pengawas maupun Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 21

Direksi dapat minta naik banding kepada Pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan
diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah
mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 23

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau
Perusahaan lainnya.

Pasal 24
Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan,
Kepala Daerah dapat menggantikan Direksi.

Pasal 25

Direksi yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar daerah dan atau keluar Negeri harus
mendapat izin dari Kepala Daerah.
Pasal 26

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima



BAB VII
BADAN PENGAWAS
Pasal 27
(1) Direksi Perusahaan Daerah berada dibawah pengawasan Badan Pengawas yang
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

(2) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan
Daerah termaksud pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 28
(1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) berasal dari orang yang

profesional sesuai dengan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
bersangkutan.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

d. Menyediakan waktu yang cukup

e. Tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya
atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping
termasuk menantu dan ipar.

f. Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2)
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 29
Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua
merangkap Anggota.
Pasal 30

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
(2) Masa Jabatan Badan Pengawas dietapkan selama 3 (tiga) tahun.
(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :

d. Mampu menguasai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Program Kerja.
e. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa
yang akan datang

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 31
Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
f. Mengawasi kegiatan Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

g. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan
pemberhentian Direksi.



j-  Memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 32
Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
e. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program
kerja yang telah disetujui.
f. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan.
g. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD.

h. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun
berjalan

BAB X
PENGHASILAN
Pasal 33

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.

Pasal 34

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari
penghasilan Direktur Utama.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
dari penghasilan Direktur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari
penghasilan Direktur Utama.

Pasal 35
Selain Honorarium yang disebutkan pada Pasal 34 diatas kepada Badan Pengawas setiap tahun
diberikan Jasa Produksi.

BAB XI

PEMBERHENTIAN
Pasal 36

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat diberhentikan dengan alasan :
g. Atas permintaan sendiri

h. Meninggal dunia

i. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

j- Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.

k. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

I. Di hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

Pasal 37

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud



c. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi
Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 36 hurufd, e  danf.

d. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan
Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 36 huruf e.

Pasal 38

(1) Untuk membantu tenaga-tenaga Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2
(dua) orang.

(2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada
Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 39

(1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya
ditetapkan maksimal 20 % dari Laba bersih untuk bersangkutan setelah diaudit.

(2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan
Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 40

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki lebih dari 2 (dua) orang, Badan Pengawas boleh
lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 41
Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

(1) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan serta merubah/tambahannya, laporan-laporan lain dari
Direksi.

(2) Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Perusahaan serta menyampaikan hasil
penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah.

(3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala
kemunduran, segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai
langkah perbaikan yang harus ditempuh.

(4) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi
Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi
pengelolaan Perusahaan.

(5) Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(6) Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta
pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil
pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan ini, Badan Pengawas
wajib memperhatikan :
(1) Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi
Perusahaan.

(?2) Ketentiian dalam Peratiiran Pendirian Periicahaan Daerah <erta ketentiian bperatiiran



Pasal 43

(1) Pada setiap Perusahaan Daerah, disamping Badan Pengawas, dibentuk juga satuan
pengawas Intern yang merupakan aparatur pengawas intern perusahaan yang bersangkutan
yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(2) Satuan pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian
atas sistem pengendalian pengelolaan (menajement) dan melaksanakannya pada
Perusahaan Daerah yang bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikannya.

Pasal 44

(1) Pimpinan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup
memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif dan berpendidikan tinggi.

(2) Pimpinan Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah
mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 45

(1) Semua Pegawai Perusahaan daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya tidak
dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan. Yang
karena melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan
kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi
Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya
terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

(3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau
penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang
persediaan milik Perusahaan Daerah dan disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan,
yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan
pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas Perusahaan
Daerah yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk pekerjaan tersebut.

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai
cara mengurusnya kepada Badan Pengawas Perusahaan yang dimaksud pada ayat (3).

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata
buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan pada Perusahaan Daerah atau
ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke
Badan Pengawas Perusahaan dalam hal dianggap perlu guna kepentingan sesuatu
pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada
umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Badan
Pengawas Kabupaten Maluku Tengah atau Auditur dilingkungan Pemerintah atas permintaan
Kepala Daerah.

BAB XIlI
TAHUN BUKU DAN SISTEM AKUNTAN
Pasal 46

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin.



dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Sistem akuntasi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Direksi
Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip
pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan
pengawasan.

(3) Dalam rangka pemeriksaan, Kepala Bawasda Kabupaten menilai sistem yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan bilamana perlu memberikan petunjuk
serta saran penyempurnaan.

Pasal 48

(1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

(2) Bagian dari Laba Bersih Perusahaan Daerah yang menjadi Hak Pemerintah Daerah yang
diperolen selama Tahun Anggaran Perusahaan setelah disahkan oleh Kepala Daerah
dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB XIV
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 49

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran
Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

(2) Perubahan / tambahan Anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang
sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat
pengesahan.

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan
(neraca dan perhitungan rugi laba) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk
mendapat pengesahan.

(4) Pengesahan Rencana Anggaran perusahaan (RAP), perubahan/tambahan Anggaran
Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi Laba)
Perusahaan, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Pengawas Perusahaan.

BAB XV

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN KEUANGAN

Pasal 50
Pada tiap-tiap triwulan Pimpinan Perusahaan Daerah mengirimkan kepada Kepala Daerah Laporan

tertulis mengenai perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah setelah
mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XVI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 51

(1) Pada akhir tiap-tiap tahun buku perusahaan ditutup, dari buku-buku itu dimuat perhitungan
tahunan, terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Badan Pengawas.



Cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

Jika dalam 2 (dua) bulan sesudah perhitungan tahunan dikirikan tidak diajukan keberatan
tertulis, maka perhitungan tahunan ini telah dianggap disahkan.

Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah, pengesahan
tersebut memberi kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yag termuat dalam
perhitungan tahunan tersebut.

BAB XVII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 52

Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.

Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan
tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

g. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen).

h. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen).
i. Untuk Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen).

j-  Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh persen).

k. Untuk Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).

I.  Untuk Sumbangan Dana Pensiun
dan Sokongan 5 % (lima persen).

Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai dua kali Modal
Perusahaan Daerah, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala
Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Maluku Tengah.

Cara mengurus, penggunaan dan pemutusan dari cadangan tujuan termaksud pada ayat (2)
ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat / pertimbangan Badan
Pengawas.

Diperusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan
karena pertimbangan dan kebijaksanaan Kepala Daerah dapat juga diberi jasa produksi yang
ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 53

Tata Cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan
Daerah serta penerimaan jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara
apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dan pembukaan piutang dan persediaan barang
oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.



peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengadaan Rumah Jabatan / Dinas dan Kendaraan Dinas perorangan dilakukan Perusahaan
Daerah sesuai dengan standart cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Bagi rapat-rapat perusahaan termasuk rapat Pimpinan dan Direksi Perusahaan Daerah serta rapat
Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 56

Kepala Daerah yang membina Perusahaan Daerah yang bersangkutan tidak dibenarkan
membebani Anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan,
baik secara langsung mapun tidak langsung.

Pasal 57

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah diatur tugas pokok yang menimbulkan
akibat keuangan, baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB XIX
KEPEGAWAIAN
Pasal 58

(1) Keududukan Hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan
pegawai / pekerja Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai / pekerja Perusahaan Daerah menurut
peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan pokok
kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XX
PEMBUBARAN
Pasal 59

(1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah dan
berlaku setelah pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menunjuk
Likwidaturnya.

(2) Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh Likwidaturnya.

(3) Dalam hal Likwidasi Kepala Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak
Ketiga.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60



Daerah.

BAB XXIli
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 62
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi
pada tanggal 2007

BUPATI MALUKU TENGAH,

ABDULLAH TUASIKAL
Di undangkan di Masohi
pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH,

A. RAHMAN SUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR ...........



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PRAJA KARYA

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang dalam Pasal 177 diisyaratkan kepada Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dasar tersebut diatas,
maka Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi yang pemberian otonominya secara luas kepada Daerah
diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pembudayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi yang ada di Daerah.

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan melalui
pengelolaan kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya
Pemerintah menerapkan prinsip “ uang mengikuti fungsi ”.

Pada dasarnya prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar
yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pembudayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam rangka pembinaan otonomi daerah perlu melakukan pembaharuan dan perbaikan
sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun
1996 yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Praja Karya jika diteliti dan telaah secara
mendalam, Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta
peraturan yang berlaku sekarang ini, sehingga Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah ini
perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan yang ada dewasa ini,
agar tidak terjadi kesimpang siuran didalam pelaksanaan pekerjaan dari Perusahaan Daerah
Praja Karya.

Berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
1990 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka ada beberapa hal pokok yang
dipandang perlu untuk diubah dan ditambah antara lain :

5. Ketua Badan Pengurus tidak boleh dijabat oleh Kepala Daerah.



8. Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan Rugi
Laba) yang telah di sahkan oleh Kepala Daerah tidak lagi disampaikan kepada Gubernur.

[I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3 huruf (a)

huruf (b)

Pasal 4 s/d Pasal 6
Pasal 7 ayat (1)

ayat (2) s/d ayat (4)
Pasal 8
Pasal 9 ayat (1)

ayat (2) s/d ayat (4)

Pasal 10 s/d Pasal 26
Pasal 27

Pasal 28 s/d Pasal 49
Pasal 50

: Cukup jelas
: Perwakilan dapat dibentuk/diadakan didalam maupun diluar

daerah Kabupaten Maluku Tengah bila dianggap perlu.

: Yang dimaksudkan dengan Bidang Jasa dan Produksi adalah

Bidang-bidang usaha yang meliputi bidang usaha
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Pertanian,
Perkebunan, Perkoperasian, Perikanan dan Hasil Laut,
Kehutanan, Perhubungan, Pelayaran dan Transportasi.

: Yang dimaksudkan dengan Usaha dibidang lain adalah Bidang

Usaha selain yang telah diatur dalam penjelasan Pasal 3 huruf
(a) disesuaikan dengan perkembangan dan pengembangan
Perusahaan.

: Cukup jelas
: Hubungan kerjasama ini dapat berupa :

f. Joint Management
g. Production Shering
h. Keagenan

i. Kerjasama Patungan

j- Kerjasama Pemborongan

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Modal Perusahaan Daerah untuk seluruhnya merupakan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini adalah sesuai
dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum Daerah dan
dengan demikian terlepas dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Direktur dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun

kebijakan, mengacu pada petunjuk dan pertimbangan Badan
Pengawas. Oleh sebab itu hubungan yang bersifat
pengawasan, kordinatif dan konsultatif antara Badan
Pengawas dan Direktur harus berjalan secara berkala. Dengan
cara demikian sekaligus Badan Pengawas dapat menilai
perkembangan dan kemajuan Perusahaan Daerah untuk
prospektif ke depan.

: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan laporan dalam Pasal ini adalah

Laporan Berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai
dan mengurus Perusahaan dan bukan laporan tahunan neraca
dan perhitungan laba/rugi, manfaat/faedah laporan yang
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Pasal 53

Pasal 54 s/d Pasal 58
Pasal 59 ayat (1)

ayat (2) dan ayat (3) :
Pasal 60

Pasal 61 s/d Pasal 62

dengan semua koreksi yang dianggap perlu neraca cadangan
tujuan yang wajar dalam Perusahaan.

: Semua kegiatan penyerahan administrasi atau

pemindahtanganan pembebasan dan atau penghapusan
aktiva tetap perusahaan, untuk kerjasama patungan (joint
venture) yang berdasarkan penanaman modal asing
mengadakan pinjaman luar negeri, usaha kerjasama dengan
pihak ketiga dalam jangka untuk melebihi 5 (lima) tahun
Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

: Cukup jelas
: Pembubaran Perusahaan Daerah dapat terjadi apabila :

a. Tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.
b. Perusahaan Daerah dinyatakan pailit.

Cukup jelas

: Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1996 yang dicabut adalah

Bagian-bagian yang materinya bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

: Cukup jelas.



